
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR Ci> TAHUN 

TENTANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

KABUPATEN BANYUMAS 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop service (OSS) di 

Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 

Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Banyumas perlu disempurnakan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu 

menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262}; 



Menetapkan 

4, Ker,lltllRAn Bo~AmA Monterl Pencfayagunaen Ap11retur Negara dan 

Menter! Onlmn Nogorl .Nou r O 1/0KU/M.PAtlM~ tentang 
Nomor t 'f T ahun 2003 

Potunjuk Pelnkao11nr111 f'orAt11tn11 Pemorlntsd1 Norm>r 8 Tahun 2003 

t.011to11u Pot101111111 Orun11lnnol Porm1ukt1t rJs10rAh cJ;m P'Jraturan 

F 011101 lntnh Nornor n ·1 ohun 200:J tontang Wew~nang 

Pongongkolon, Pomlndohon dun rornhorhoritlun Pogawal Negeri 

Sipll: 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 24 Seri D). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; 

6. Pekerjaan Umum adalah semua bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh 

Dinas, selain pekerjaan Bidang Pengairan ; 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian 

tugas Dinas yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan; 

8. Kebinamargaan adalah prasarana dasar bidang pekerjaan umum berupa jalan dan 

jembatan beserta bangunan pelengkapnya meliputi bahu jalan, trotoar, saluran 

samping, dinding penahan badan jalan dan gorong-gorong. 
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11 . Kontor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi yang selanjutnya disobut KPPI adalah 

Kantor Pelayanan Perizinan dan lnvestasi Kabupaten Banyumas. 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

13. Jabatan Fungsional Um urn adalah kedudukan yang menunjukkan tug as, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil daiam satuan organisasi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan 

tertentu serta mendasarkan pada perintah/petunjuk serta bertanggungjawab kepada 

atasan. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; 

c. Bidang Pembinaan Teknis, terdiri dari : 

1. Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan; 

2. Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan; 

d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : 

1. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah; 

2. Seksi Tata Bangunan; 

e. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari : 

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 

2_ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

f. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari: 

1. Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan; 

2. Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan; 



g. UPT; 

h. Kelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Bagan susunan organlsasl Dines Pekerjaon Umum sobagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan baglan tak terplsahkan dari Peraturan lni. 

BAB Ill 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal3 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola kewenangan di bidang penataan 

ruang, kewenangan bidang permukiman dan kewenangan bidang pekerjaan umum sub 

bidang jalan, sub bidang prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan serta sub bidang 

konstruksi guna optimalisasi pelayanan di bidang pekerjaan umum. 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi: 

a. penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; 

b. penetapan rencana dan program kerja Dinas; 

c. pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan 

dan pengawasan di bidang pekerjaan umum; 

d. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan 

umum; 

e. pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data; 

f. penyelenggaraan pemberian informasi di bidang pekerjaan umum; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta; 

h. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; 

i. pembinaan terhadap UPT dan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan umum dan perizinan yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

j . pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal5 

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 

a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pekerjaan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menetapkan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

mengorganisasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum guna 

optimalisasi pelayanan; 

mengorganisasikan pemberian bimbingan di bidang pekerjaan umum guna 

optimalisasi pelayanan; 

mendelegasikan kewenangan pemberian pertimbangan teknis izin yang 

pelayanannya dilaksanakan oleh KPPI dan Perangkat Daerah lain, kepada personil 

Dinas mendasarkan pada kompetensi dan tugas pokoknya guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat; 

mengorganisasikan pembinaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum guna 

optimalisasi pelayanan; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

mengorganisasikan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

bidang pekerjaan umum guna optimalisasi pelayanan informasi dan perumusan 

kebijakan; 

memberikan informasi kebijakan umum di bidang pekerjaan umum guna 

meningkatkan pemahaman; 

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi yang berkaitan dengan tugas di 

bidang pekerjaan umum guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

I. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja Dinas; 

m. melaporkan kegiatan di bidang pekerjaan umum sebagai pertanggungjawaban 

n. 

0. 

p. 

q. 

r. 

s. 

kegiatan; 

merumuskan proses perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan agar menghasilkan 

pelayanan yang prima; 

menyusun kebijakan penataan ruang dan mengendalikan pemanfaatan damija, 

damaja dan dawasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan tata ruang yang teratur; 

memberikan saran dan pertimbangan di bidang pekerjaan umum kepada Bupati 

agar arah kebijakan Bupati sesuai dengan kebutuhan lapangan; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi. 



Bnglon Koduo 
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Pasal7 

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan pembuatan rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian 

di lingkup Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi pengarahan pembuatan konsep mekanisme kerja, tata ruang kantor dan 

usulan target pendapatan Dinas agar terarah terpadu dan sesuai dengan keadaan; 

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dengan Sub 

Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, pertemuan dan pengawasan 

guna adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Sub Bagian Umum 

dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, kunjungan, 

pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan 

pembinaan; 

f. mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Sub Bagian Umum dengan Sub 

Bagian Keuangan dan Bina Program untuk membetulkan kesalahan kesalahan; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data 

yang berkait dengan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Bina 

Program guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan; 

h. memberi informasi kebijakan Kepala Dinas melalui konsultasi, penyuluhan, diklat 

dan media lainya guna meningkatkan arus informasi pelayanan; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Sub 

Bagian Umum dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program terhadap tugas 

yang dilaksanakan UPT dan Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaannya lebih 

efektif dan efisien 
j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan 
dan 

nrosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 



I. membirnbing dan monilal klnerja 

efisiensl pelaksanaan tugas; 
bawahan ouna menlngkatkan efektivttas dan 

m. melaporkan keglatan Bagian 
Tata Usaha kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum 

Pasal8 

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat 

menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta 

perlengkapan dan rumah tangga Dinas guna kelancaran tugas urusan umum. 

Pasal9 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut : 

a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membuat konsep mekanisme kerja dan tata ruang kantor mendasarkan kondisi dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dan penetapan atasan; 

d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan, 

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta perlengkapan dan 

kerumahtanggaan Dinas guna kelancaran tugas urusan umum; 

e. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan 

daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainya yang 

berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai; 

f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dinas agar digunakan sesuai 

kebutuhan Dinas; 

g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Dinas untuk mengetahui 

kesesuaian dengan daftar inventarisasi Dinas dan upaya tindak lanjut; 

h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data yang 

berkaitan dengan Sub Bagian Umum sebagai bahan informasi dan analisis; 

i. memberikan informasi kebijakan Kepala Dinas melalui wawancara dan atau cara 

lain guna meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Kepala Dinas; 

j. membina, membimbing dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dinas 

oleh UPT dan Perangkat Daerah lain guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi 

penggunaan sarana dan prasarana; 
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k. melaksanakan koordinasl dalam unit kerja. antar unit kerja, dengan tembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait balk secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
I. 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program 

Pasal10 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola 

administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna kelancaran urusan keuangan dan bina 

program Dinas. 

Pasal11 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut: 

a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina 

Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membuat bahan usulan target pendapatan Dinas dengan mempertimbangkan 

masukan dari masing-masing Bidang serta pendapatan tahun lalu sebagai bahan 

usulan kepala Dinas; 

d. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna 

membantu kelancaran tugas Dinas; 

e. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara 

melalui pemeriksaan buku keuangan Dinas dengan mendasarkan ketentuan 

administrasi keuangan yang berlaku guna terwujudnya disiplin anggaran; 

f. mengawasi pelaksanaan program kerja Dinas melalui rapat, tinjauan lapangan dan 

pemantauan guna mengetahui permasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut; 



g. membina, membimbing dan mengawasl penggunaan anggaran Dlnas oleh UPT dan 

Perangkat Daerah lain guna terwujudnya efektivitas dan efisiensl penggunaan 

anggaran Dinas: 

h. memeriksa usulan dokumen perencanaan untuk mengetahul kesesuaian dengan 

program Dinas dan stander indek biaya: 

i. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data yang 

berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai bahan 

informasi dan analisis; 

j. memberikan informasi program kerja Dinas melalui wawancara dan atau cara lain 

guna meningkatkan pemahaman terhadap program Dinas 

k. membina, membimbing dan mengawasi penggunaan anggaran Dinas oleh UPT 

guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan; 

I. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program kepada 

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagian ketiga 

Kepala Bidang Pembinaan Teknis 

Pasal12 

Kepala Bidang Pembinaan Teknis mempunyai tugas pokok mengelola pembinaan, 

perencanaan teknis, rencana usulan program pembangunan dan analisis penetapan 

jenis konstruksi di bidang pekerjaan umum agar dapat dipertanggungjawabkan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan teknis bidang kebinamargaan dan 

keciptakaryaan. 

Pasal 13 

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Teknis sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan di bidang 

pekerjaan umum guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis 

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup 

Bidang Pembinaan Teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 



C. 

d. 

e. 

menjabarkan dan membagl tugas kepada bawahan sesual dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemblnaan teknis konstruksi guna 

tercapainya sinkronlsasl pelaksanaan tugas di bldang pekerjaan umum; 

merumuskan sasaran penelitlan dan pengkajlan dokumen teknlk pekerjaan umum, 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan 

teknik konstruksi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan 

umum; 

f. mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dibidang pekerjaan umum guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinasikan pembinaan teknis dan administrasi teknik, dengan mengacu 

pada dokumen teknik yang telah ditentukan guna tewujudnya tertib administrasi 

dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengkoordinasikan pengawasan teknik konstruksi, sosialisasi dan advokasi teknik 

agar dapat tercapai sinkronisasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

i. menyusun dan mengelola dokumen teknik pekerjaan umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan pengawasan pembangunan, penggantian, rehabilitasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, agar sarana dan prasarana dapat digunakan 

secara optimal; 

k. melaksanakan analisis dan evaluasi data di bidang pekerjaan umum, dengan 

mengacu pada sistem informasi manajemen yang digunakan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

1. mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan, penggantian, rehabilitasi dan 

m. 

n. 

0. 

p. 

pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum, sesuai dengan rencana 

strategis Dinas, agar diperoleh perencanaan yang baik ; 

mengkoordinasikan pelaksanaan survey dan penjajagan kondisi sarana prasarana 

bidang pekerjaan umum dengan berpedoman pada rencana dan skala prioritas 

sehingga diperoleh data yang akurat dan ada relevansinya; 

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi­

seksi pada Bidang Pembinaan Teknis terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar 

pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 



q. 

r. 

melaporkan pelaksanaan keglatan Bldang Pemblnaan Teknls kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

melaksanakan tugas lain sesuoi bidang tugasnya daiam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

Paragraf 1 

Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan 

Pasal 14 

Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan mempunyai tugas pokok mengelola 

pembinaan teknis dan analisis penetapan 1·enis konstruks·, k · 
penanganan pe erJaan umum 

di bidang kebinamargaan agar dapat dipertanggungJ·awabk I k · 
an pe a sanaannya sesua, 

dengan ketentuan dan teknis bidang kebinamargaan. 

Pasal15 

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan: 

a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. 

C. 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan survey, menyusun harga bahan/material, peralatan 

dan upah kerja dengan mengacu pada dokumen perencanaan Dinas dan realitas 

harga pasaran guna menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan yang akurat; 

e. membuat rencana program pembangunan bidang kebinamargaan sesuai dengan 

rencana strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas; 

f. menyelenggarakan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, rencana 

anggaran biaya, gambar, desain dan spesifikasi teknis bidang kebinamargaan 

sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas guna 

menghasilkan perencanaan teknis yang benar dan akurat; 

g. menyelenggarakan kegiatan survey struktur, topografi dan dokumen teknis lainnya 

sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas dengan 

berpedoman pada peraturan teknik konstruksi agar diperoleh perencanaan yang 

benar dan akurat ; 

h. melaksanakan pembinaan teknis pekerjaan umum kebinamargaan kepada 

masyarakat dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik agar visi dan misi 

oraanisasi daoat diwujudkan; 



i. meneliti kelengkapan administrasi teknik, analisis dan penetapan jenis konstruksi 

penanganan pekerjaan umum di bidang kebinamargaan untuk mengetahui 

kesesuaian dengan teknis pekerjaan yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku; 

j. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian dokumen teknik pekerjaan 

umum, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan teknik konstruksi guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan 

umum; 

k. menyelenggarakan kegiatan survey dan penjajagan kondisi sarana prasarana 

bidang pekerjaan umum dengan berpedoman pada rencana dan skala prioritas 

sehingga diperoleh data yang akurat dan ada relevansinya; 

I. menyelenggarakan pembinaan teknis usaha jasa konstruksi bidang 

kebinamargaan agar sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan; 

m. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan 

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

n. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

o. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan 

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan 

Pasal16 

Kepala Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan mempunyai tugas pokok mengelola 

pembinaan teknis dan analisis penetapan jenis konstruksi penanganan Pekerjaan umum 

di bidang keciptakaryaan agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan dan teknis bidang keciptakaryaan. 

Pasal17 

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan: 

a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Keciptakaryaan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 



b. 

C. 

d. 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan kegiatan survey, menyusun harga bahan/material, peralatan 

dan upah kerja dengan mengacu pada dokumen perencanaan Dinas dan realitas 

harga pasaran guna menghasilkan analisis harga satuan pekerjaan yang akurat ; 

e. menyusun program pembangunan bidang keciptakaryaan sesuai dengan rencana 

strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas; 

f. menyelenggarakan kegiatan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, rencana 

anggaran biaya, gambar, desain dan spesifikasi teknis bidang keciptakaryaan 

sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas guna 

menghasilkan perencanaan teknis yang benar dan akurat; 

g. menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis pekerjaan umum keciptakaryaan 

kepada masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah dengan cara sosialisasi 

dan advokasi teknik agar visi dan misi organisasi dapat diwujudkan; 

h. menyelenggarakan pelayanan pembinaan teknis pembangunan gedung negara 

kepada Dinas, instansi, Sadan, lembaga pemerintah, Sadan Usaha milik Negara 

dan Sadan Usaha Milik Daerah dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik guna 

menghasilkan dokumen perencanaan teknis yang sinkron dan benar ; 

i. 

J. 

k. 

I. 

m. 

menyelenggarakan kegiatan analisis kondisi bangunan dengan mengacu pada 

peraturan teknik konstruksi bangunan guna menghasilkan data dan informasi yang 

benar dan akurat; 

melaksanakan penaksiran nilai bangunan dengan mengacu pada peraturan teknik 

konstruksi bangunan guna menghasilkan data dan informasi yang benar dan 

akurat ; 

melaksanakan pembinaan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada 

bangunan dan gedung serta lingkungannya dengan cara sosialisasi dan advokasi 

teknik guna mencegah terjadinya kebakaran ; 

menyelenggarakan pembinaan teknis usaha jasa konstruksi bidang keciptakaryaan 

agar terwujudnya usaha jasa konstruksi sesuai dengan standar teknis yang telah 

ditentukan; .. 
menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengelolaan bangunan gedung m1hk 

d berpedoman pada ketentuan yang pemerintah/menyusun leger bangunan engan . 
. k diperoleh data dan informas1 berlaku dan kebijakan yang telah ditentu an agar . 

. b gedung dengan ba1k; yang benar dan akurat serta terpellharanya angunan 
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Bagian Keempat 

Bidang Jalan dan Jembatan 

Pasal 18 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelol. 
· k t rehabilitasi d n P m hh: r::: n 

dan pengendalian pembangunan, pening a an , 

Jalan/Jembatan serta pengendalian dan pengawasan damija , d rn 

dapat dilak anakan "e uai dengan rencana yang I I h di! ntuk n. 

Pa al 19 

Uraian tugas Kepala Bidang Jalan dnn J rnbnt, n: .. k t k · ng lol n urus n l Ian 
a. mengkoordinasikan pembu tan kon P k blJ an 

111 
P . . . . t p n k bijnkan tokn1s, 

dan Jembatan guna tercapainya sinkron1sas1 dalnm P n n 
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. Pasal 21 
u, ti.; n tugas Kepala Seksi Pemb 

angunan dan Peningkatan J I d 
a. membuat konsep k b" k a an an Jemba1an : 

e IJ8 an teknis pen I I 
jalan dan jembatan b . ge o aan pembangunan dan peningkatan 

b. 

C. 

d. 

e. 

se aga, bahan pertimban t 
kebijakan teknis gan a asan dalam pene1apan 

menyusun rencana dan . d . 
Ja wal keg1atan Seksi Pembangunan dan Peningkatan 

Jalan dan Jembata b . n se aga, pedoman pelaksanaan tugas· 
membagi tugas k d , 

epa a bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

meneliti mengkaJ·i d 1 . . . , an menge ola dokumen adm1rnstras1 teknik, pembangunan dan 

peningkatan jalan dan jembatan dengan berpedoman pada peraturan perundang­

undangan yang relevan dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

memeriksa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teknik 

konstruksi jalan dan jembatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan; 

f. menyelenggarakan pembinaan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan 

g. 

h. 

i. 

dengan cara sosialisasi dan advokasi teknik agar diperoleh pemahaman teknik jalan 

dan jembatan yang benar; 

menyelenggarakan penyusunan leger jalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta teknik yang benar guna menghasilkan data leger jalan 

yang akurat; 

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan 

dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

teknik konstruksi jalan dan jembatan agar sesuai dengan perencanaan; 

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data ruas jalan dan Jembatan, 
h Tk . I n dan 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya, bangunan utilitas, tana m11 Ja a 

d b ·· d an berpedoman pada 
penggunaannya, ruas jalan rawan longsor an anjtr eng . 

. . f · ng akurat dan relevan, 
rencana dan skala prioritas sehingga d1peroleh in ormasi ya 



j. 

k. 

I. 

meneliti proses dan usulen penetapan hatas damlja, damaja dan dawasja sesuai 

dengan arah kebljakan toknis Dinos sehlngga ada slnkronlsasi perencanaan batas 

damija, damaja dan dawasja: 

menyelenggarakon kcgloton lnvontorlsuol ponggunuon damija baik secara langsung 

maupun tidak langsuno gwm monootohul kooo uolun dongan poruntukannya; 

m nyel nggmok•111 p ,ngowoson ponggunaan tanuh domlja uai dongan standar 

yang ~ lah dit ntukan guna mewujudkan ketertiban penggunaan tanah damija· 

m. m ny lenggarakan pembinaan dan pengendalian penggunaan damija , damaja dan 

dawasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna 

menghindari adanya penyimpangan panggunaan damija, damaja dan dawasja; 

n. mengelola urusan administrasi pengendalian damija, damaja dan dawasja dengan 

mengacu pada dokumen teknik yang telah ditentukan guna tewujudnya tertib 

administrasi; 

o. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan 

jalan dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan teknik konstruksi jalan dan jembatan agar sesuai dengan perencanaan; 

p. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan 

q. 

r. 

s. 

t. 

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan 

dan Jembatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Pasal22 
dan Jembatan mempunyai tugas pokok mengelola 

agar sesuai dengan kebutuhan 
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan 

pembinaan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan 

masyarakat dan rencana yang telah ditentukan. 



Pasal23 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. 

C. 

d. 

e . 

f. 

g. 

membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan pemeliharaan jalan dan Jembatan 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

meneliti , mengkaji dan mengelola dokumen administrasi teknik, pemeliharaan, 

rehabilitasi jalan{jembatan sesuai dengan peraturan yang ditentukan guna 

tewujudnya tertib administrasi teknik· 
' 

menyelenggarakan kegiatan survey pra pemeliharaan jalan dan jembatan dengan 

berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditentukan sebagai bahan 

tindak lanjut dalam pelaksanaannya; 

menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi jalan/ 

jembatan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknik 

yang telah ditentukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan 

jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna 

menghindari adanya penyimpangan konstruksi jalan dan jembatan; 

h. mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna menghindari adanya 

penyimpangan konstruksi jalan dan jembatan; 

i. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan 

j. 

k. 

I. 

m. 

n. 

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan 

dengan mengacu pada dokumen perencanaan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; . 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tuiuan 



B1gl1n k llm1 

Bldang Tata Ruing 

Pa111II 24 

Kopnla Oldon~ Tnto Huirng momplmyol t11qon pukok monuolola pemhinaan, 

P ngnwJs m ctnn Im~ I 'Ill 'llluul Honcnnu Lhrn1111 l ntn Hwmq Kofa dan Daerah serta 

P lnksnnrmn P mbinmrn dnn ponguwunim kon tr ukol bL111u111 10n gm.Jung ogar se uai 

d ng:.m k lrn tuthrn m'-1syoroknt dnn ketontunn yong borloku. 

Pasal 25 
Urni n tuga Kepala Bidang Tata Ruang: 

a. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan Bidang Tata 

Ruang guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis 

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Seksi di lingkup 

Bidang Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analis data tentang 

tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan Dinas dan skala prioritas dengan 

berpedoman pada peraturan yang berlaku agar diperoleh perencanaan yang benar 

dan akurat; 

e. mengkoordinasikan penyusunan peta lokasi pemasangan reklame sesuai dengan 

tata ruang yang berlaku; 

f. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan serta pembongkaran reklame yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban 

pemasangan reklame; 

g. membimbing dan menginformasikan penggunaan pedoman pelaksanaan 

penyelenggaraan tata ruang dengan sosialisasi kepada masyarakat guna diperoleh 

pemahaman tata ruang; 

h. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata ruang sesuai 

dengan peraturan yang telah ditentukan guna mewujudkan ketertiban tata ruang; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi­

seksi pada Bidang Tata Ruang terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui rapat, tinjauan lapangan dan cara lain agar 

pelaksanaan tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien; 

j . memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 



I. 

m. 

melaporkan pelaksanaan keglntan Bldong Tata Ruang kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban keglatan; 

melaksanakan tugas lain sesual bldang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

Paragraf 1 

Seksi Tata Kota dan Tata Daerah 

Pasal26 

Kepala Seksi Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai tugas pokok mengelola 

pembinaan, pengawasan dan implementasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dan 

Daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. 

Pasal27 

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kata dan Tata Daerah: 

a. 

b. 

C. 

d. 

membuat kansep kebijakan teknis Tata Kata dan Tata Daerah sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

membuat rencana dan jadwal kegiatan Seksi Tata Kata dan Tata Daerah sebagai 

pedaman pelaksanaan tugas; 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan kegiatan pemetaan, pendataan dan analisis tata ruang sesuai 

dengan arah dan kebijakan daerah guna menyusun bahan informasi tata ruang; 

e. menyelenggarakan kegiatan survey dan investigasi tata ruang sesuai dengan 

dakumen perencanaan dan arah kebijakan tata ruang agar diperoleh perencanaan 

yang benar dan akurat; 

f. menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan reograph dan dokumentasi sesuai 

dengan dokumen perencanaan dan arah kebijakan tata ruang agar diperoleh data 

yang benar dan akurat; 

g. menyelenggarakan penyiapan materi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), 

Rencana Detail Tata Ruang Kata (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota 

(RTRK) sesuai dengan arah kebijakan daerah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

h. menyelenggarakan penyusunan peta lokasi pemasangan reklame sesuai dengan 

tata ruang yang berlaku; 

I. menyelenggarakan penyusunan ketentuan di bidang izin lokasi, izin membangun 

bangunan dan izin reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 



j. rnenyelenggarakan kegiatan soslallsasl pengernbangan tata kota dan tata daerah 

kepada rnasyarakat agar rnengetahul kebllakan pengernbangan tata kota dan tata 

daerah; 

k. rnenyelenggarakan keglatan eva\uas\ pengernbangan tata kota dan tata daerah 

secara berkala dan berkelan1utan guna rnengetahul adanya kendala dan 

perrnasalahan yang ada; 

I. rnenyelenggarakan pernbinaan dan pengawasan tata ruang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna rnenghindari adanya penyirnpangan; 

rn . menyelenggarakan pernbinaan, pengawasan serta pernbongkaran reklarne yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewuiudkan ketertiban 

pemasangan reklarne; 

n. membina, rnernbimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui pernbuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kuniungan lapangan agar pelaksanaan 

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

o. memeriksa hasil pe\aksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

p. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

q. me\aporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kota dan Tata Daerah kepada 

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

SeksiTataBangunan 

Pasal28 

Kepa\a Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menge\o\a pelaksanaar 

pembinaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung agar sesuai denga1 

kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. 

Pasal29 

Uraian tugas Kepa\a Seksi Tata Bangunan: . 

m
embuat konsep kebijakan teknis Tata Bangunan sebagai bahan pert1mbang, 

a. 

b. 

atasan da\am penetapan kebijakan teknis~ 

menyusun rencana dan jadwa\ kegiatan Seksi Tata Bangunan 
sebagai pedom 

pe\aksanaan tugas; 



C. 

d. 

e. 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesual dengan uralan tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan pelaksanaan kajlan studi kelayakan kegiatan pembangunan, 

sarana dan prasarana keciptakaryaan sesual dengan peraturan dan arah kebijakan 

daerah sehingga menghasilkan anallsis yang akurat; 

menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang tata bangunan 

mendasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan daerah sebagai bahan 

pembahasan tingkat selanjutnya; 

f. menyelenggarakan kegiatan analisis dampak pembangunan bangunan dan gedung 

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang amdal sehingga 

dapat dihindari adanya dampak yang merugikan lingkungan; 

g. menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan sosialisasi pengembangan tata bangunan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan sehingga 

memudahkan dalam pelaksanaan pengembangan tata bangunan; 

h. menyelenggarakan kegiatan penyusunan database bangunan dengan 

memanfaatkan sumber daya secara optimal guna tersedianya data yang akurat; 

i. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bangunan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar diperoleh penataan bangunan 

yang baik dan teratur; 

J. menyelenggarakan kegiatan survey bangunan dan gedung pemerintah dengan 

memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mengetahui kondisi bangunan 

k. 

I. 

m. 

n. 

0. 

dan gedung; 

membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan 

tugas Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; . 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna menmgkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; . 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Bangunan kepada atasan sebaga1 

pertanggungjawaban kegiatan; . . 
d I m rangka pencapa1an tu1uan 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya a a 

organisasi. 
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' n P rumahan dan Permukiman agai p doman p la 

m njabarkan dan rnembagi tugas e ada baw han s u i d 

tang ungjawabnya untuk kelancaran pela sanaan tug 

m ngkoordina ikan P laksanaan endataan p rum h n d n p m I im n y 

dilak anakan ol h S k i- ek i pada Bidang P rumc1han dan P rm 1kirn n 

inkronika i data· 
t 

memberi p tunjuk dalam p nyusunan clal bo p run1._ h~n drin p mlJkim n 

dengan p raturan d n umb r daya yang dirniliki guna m ngh ilk n d y n 

benar d n kur t; 

mengkoordina ik n p I sanaan pembinaan pengelolaan p rum h n n 

permukiman baik m lalui rapat maupun di luar rapat agar terwujudnya sinkronis 1 

dalam pelaksanaannya; 

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pembangunan _ 

pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, meltpu I sar # 

dan prasarana air bersih , drainase dan jalan lingkungan atau kegi tan 1 1n u 

me ,ujudkan perumahan dan permukiman yang nyaman; 

h. rnengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbaikan saran n 

I. 

perurnahan dan permukiman guna terwujudnya k terpaduan p 1- k , n: ~ n 

mengkoordina ikan pembinaan dan p ng wasan p rum h n t n p 

se uai d ngan p r turan y ng b ,rlaku guna inkroni .. i p I k n n k 

n, 

J. mengkoordinasikan p I, k anaan r mbin, n, uimbing n cl n p n w n k i­

seksi pada Bidang Perumahnn dnn P rnrnkiml n t rh j p tug s y ng dil k an kan 

UPT dan Perangkat Da rah lain m lalui r c pat, tinjau n I, pangan d n cara lain agar 

nP.l;:1k~;:inaan tuaas vanq dilimpahkan f ktif d n fi i n; 



k. 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasll kerja yang benar dan akurat-
I. 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna ~eningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 
m. 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman kepada 

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 
n. 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

P~ragraf 1 

Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan 

Pasal32 

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan mempunyai tugas pokok 

mengelola pembinaan, pengawasan dan pembangunan di bidang perumahan dan 

permukiman perkotaan guna terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman. 

Pasal33 

Uraian tugas Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perkotaan: 

a. 

b. 

C. 

membuat konsep kebijakan teknis perumahan dan permukiman perkotaan sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis 

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman 

Perkotaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman kota secara 

langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan data yang akurat; 

e. menyusun database perumahan dan permukiman kota sesuai dengan peraturan 

dan sumber daya yang dimiliki guna menghasi\kan data yang benar dan akurat; 

f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan perumahan dan permukiman 

kota sesuai dengan kebijakan rencana umum tata ruang kota guna meningkatkan 

pemahaman masyarakat; 

g. menyelenggarakan sosialisasi pembangunan perumahan dan permukiman kot« 

serta pengembangannya sesuai dengan rencana umum tata ruang kota gun: 

menghasilkan sarana dan prasarana perumahan permukiman yang memadai; 

h. menyusun ketentuan di bidang perumahan dan permukiman kota sesuai dengc 

oeraturan oerundano-undanoan vang berlaku sebagai pedoman pemberian izin; 



i. 

j. 

k. 

I. 

m. 

menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemb 
angunan dan pem l'h sarana dan prasarana perumah d e , araan 

an an permukiman kota m r t' 
prasarana air bersih d . . ' 8 ipu I sarans dan 
lain . , rainase dan Jalan lingkungan atau sarana dan prasarana 

nya_ guna mewuJudkan perumahan dan permukiman yang nyaman-

memenksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ~eraturan dan 

prosedu~ yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat· 
membenkan bimbingan dan penilaian kiner1·a b ' 

awahan guna meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

melaporkan pelaksanaan k • t S . 
eg1a an eks1 Perumahan dan Permukiman Perkotaan 

kepada atasan sebag · rt . 81 pe anggungJawaban kegiatan; 
melaksanakan tugas lain ses . b.d 

. . uai I ang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
orgarnsas1. 

Paragraf 2 

Seksi Perumahan dan Permukiman P.enfesaan 

Pasa134 

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan mempunyai tugas pokok 

mengelola pembinaan, pengawasan dan pembangunan di bidang perumahan dan 

permukiman perdesaan guna terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman. 

Pasal35 

Uraian tugas Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan: 

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan perumahan dan permukiman 

perdesaan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman 

Perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman perdesaan 

secara langsung maupun tidak langsung guna mendapatkan data yang akurat ; 

e. menyusun database perumahan dan permukiman perdesaan sesuai dengan 

peraturan dan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan data yang benar dan 

akurat; 

f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan perumahan dan permukiman 

perdesaan sesuai dengan kebijakan rencana umum tata ruang daerah guna 

meningkatkan pemahaman masyarakat; 



g. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana perumahan dan permukiman desa, meliputi sarana dan 

prasarana air bersih, drainase dan jalan lingkungan atau kegiatan lain guna 

mewujudkan perumahan dan permukiman yang nyaman; 

h. menyusun ketentuan di bidang perumahan dan permukiman perdesaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pemberian 

izin; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

J. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Permukiman Perdesaan 

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

I. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organ isasi. 

Bagian Keenam 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal36 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-

masing berdasar ketentuan yang berlaku ; 

(2) Uraian tugas jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku; 

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; 

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 37 

I k k tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
Kepala Dinas dalam me a sana an 

oleh Bupati. 



Pasal 38 

Bagian dan Bidang · · masmg-masmg dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bida 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, sedangkan ;~~ 
Bag,_an dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing­

masmg berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala 

Bidang yang membawahinya. 

Pasal 39 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-

naga ungs,onal yang paling senior kepangkatannya dan masing dipimpin oleh seorang te f · · · 

ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pasal40 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian , Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bagian, Kepala Seksi , Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional pada 

Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara 

vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi 

lain sesuai dengan tugas pokoknya . 

Pasal41 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta 

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut 

dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan orgainsasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan 

organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

h~w~h:::mnv;:i m;:i~inn-masina waiib menaadakan raoat berkala. 



' ' I 4) 
' ; · :1 ., • I :t p I t , f ( l 

~ ,,,,, .. 1•11, ,I. "· 'fl,• fl' ., lt ' •f'J I r•~i·/ 

\ . 

,, 1 1 , Ii, 

,, r C fl I ti 

f1Afl \/ 

Kl 1f NllJAN, LAlt~-~ Altf 

f A~ AI 43 

rn ur 

lorn 

I Dina e da ar a JU la . 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

el~hal yang b lum d1atur dalam P a ura , , se 

1atur leb1h lanJut d n an P raturan K ala 01nas 

Pasal45 
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Dengan berlakuny rn turon upot, 1ni ma a Pera turan Bupa ti nyurno<- Nomor '16 

Tahun 2004 tentang 1 u e Poko . un ,. Ura,an Tugas Jabatan d n T t K qa p 

Dmas Pekerjaan Umum Kebup I n Banyumas d1nyatakan t,dak b rlaku lag, 

Pasal 46 

Pera uran ini mulai berlaku pada tanggal dr ndang ,an. 

/.I.gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

B a 1 rni dengan penempatannya dalam Beri a Daerah Kabupaten Banyumas. 
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